
 

TINJAUAN GOOD GOVERNANCE DAN 

MASLAHAH MURSALAH TERHADAP 

PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI 

DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH DI 

KABUPATEN BATANG  

 

SKRIPSI  

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

 

 
 

Oleh :  

MELINDA  

NIM : 10322067 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  

FAKULTAS SYARIAH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  

2026 



 

i 

TINJAUAN GOOD GOVERNANCE DAN 

MASLAHAH MURSALAH TERHADAP 

PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI 

DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH DI 

KABUPATEN BATANG  

 

SKRIPSI  

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

 

 
 

Oleh :  

MELINDA  

NIM : 10322067 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  

FAKULTAS SYARIAH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  

2026  



 

ii 

SURAT PERNYATAAN 

KEASLIAN SKRIPSI 

 

  



 

iii 

NOTA PEMBIMBING 

 

  

  



 

iv 

PENGESAHAN 

 

  



 

v 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan 

dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-

Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-

huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ Es (dengan titik ث

di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 
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 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad ṣ Es (dengan titik ص

di bawah) 

 Ḍad ḍ De (dengan titik ض

di bawah) 

 Ṭa ṭ Te (dengan titik ط

di bawah) 

 Ẓa ẓ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain ` Koma terbalik (di` ع

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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 Nun N En ن 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ya ي

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 
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Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan يَْ... 

ya 

Ai a dan u 

 Fathah dan وَْ... 

wau 

Au a dan u  

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda 

sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ... 

atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di ىِ... 

atas 

 Dammah dan وُ... 

wau 

Ū u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -
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 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat 

fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

-al-madīnah al-munawwarah/al  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

madīnatul munawwarah 

 talhah   طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau 

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -
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 al-birr  البِر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 

“l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الَْْلَالُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun 

hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal 

kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun 

huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa  وَ إِنَّ اللهَ فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa  بِسْمِ اِلله مََْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا  -

mursāhā 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital 

tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut 

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang 

berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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 Contoh: 

-Alhamdu lillāhi rabbi al  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-Ar-rahmānir rahīm/Ar   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya 

berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap 

demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًا - ي ْ -Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil  لِلِ  الأمُُوْرُ جََِ

amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam 

bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, 

pertolongan, serta kemudahan yang senantiasa menyertai 
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puluhan tahun.”  

 Na Hwa Jin 

“jika kamu salah perbaiki, jika gagal coba lagi, jika menyerah 

kamu selesai” 

Jo Yi Seo 
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ABSTRAK 

Melinda, 2026. “Tinjauan Good Governance Dan 

Maslahah Mursalah Terhadap Percepatan Pembentukan 

Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten 

Batang”. Program Studi Program Studi Hukum 

Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing Syarifa Khasna, M.Si. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh percepatan 

pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai 

kebijakan pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa. 

Implementasinya di Kabupaten Batang masih menghadapi 

berbagai kendala, seperti perubahan regulasi, pelaksanaan 

tahapan pembentukan koperasi yang belum optimal, serta 

perbedaan kondisi masyarakat pada setiap desa. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis implementasi percepatan 

pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 

Kabupaten Batang berdasarkan perspektif good governance 

dan maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM 

Kabupaten Batang serta enam Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih sebagai lokasi penelitian. Data dianalisis secara 

kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi percepatan 

pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 

dasarnya telah mencerminkan prinsip good governance, 

namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek kepastian 

hukum masih ditemukan perubahan regulasi dan belum 

adanya pengaturan yang tegas mengenai hubungan dengan 

lembaga ekonomi desa yang telah ada. Dari aspek kecermatan, 

Musyawarah Desa Khusus telah dilaksanakan, tetapi 

pembahasannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 

normatif. Dari aspek ketidakberpihakan, masyarakat 

memperoleh akses yang sama terhadap koperasi, meskipun 

manfaatnya belum merata karena perkembangan koperasi di 
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setiap desa berbeda. Ditinjau dari perspektif maslahah 

mursalah, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih telah mengarah pada upaya mewujudkan 

kemaslahatan melalui penguatan ekonomi desa serta 

pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun optimalisasi 

implementasi, sosialisasi, dan pengembangan kegiatan usaha 

koperasi masih diperlukan agar manfaat kebijakan dapat 

dirasakan secara lebih luas. 

Kata Kunci: Good Governance, Maslahah Mursalah, 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kabupaten Batang. 
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ABSTRACT 

Melinda. 2026. A Review of Good Governance and Maslahah 

Mursalah on the Acceleration of the Establishment of Merah 

Putih Village Cooperatives in Batang Regency. 

Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, 

Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si. 

This research is motivated by the acceleration of the 

formation of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative 

as a government policy to strengthen the village economy. Its 

implementation in Batang Regency still faces various 

obstacles, such as regulatory changes, suboptimal 

implementation of cooperative formation stages, and 

differences in community conditions in each village. This study 

aims to analyze the implementation of the acceleration of the 

formation of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative 

in Batang Regency based on the perspective of good 

governance and maslahah mursalah. This research is an 

empirical legal research with an empirical juridical approach. 

Data were obtained through interviews, observations, and 

documentation at the Batang Regency Department of Industry, 

Trade, Cooperatives, and SMEs and six Merah Putih 

Village/Sub-district Cooperatives as research locations. Data 

were analyzed qualitatively using an interactive analysis 

model. The results of the study indicate that the 

implementation of the acceleration of the formation of the 

Merah Putih Village/Sub-district Cooperative has basically 

reflected the principles of good governance, but has not been 

fully optimal. From the aspect of legal certainty, there are still 

changes in regulations and the absence of clear regulations 

regarding the relationship with existing village economic 

institutions. From the aspect of accuracy, Special Village 

Deliberations have been held, but their discussions have not 

fully complied with normative provisions. From an impartial 

perspective, communities have equal access to cooperatives, 

although the benefits are not evenly distributed due to the 
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varying development of cooperatives in each village. From a 

maslahah mursalah perspective, the acceleration of the 

establishment of the Merah Putih Village/Sub-district 

Cooperative has led to efforts to realize the welfare by 

strengthening the village economy and meeting community 

needs. However, optimization of implementation, outreach, 

and development of cooperative business activities are still 

needed so that the benefits of the policy can be felt more widely. 

Keywords: Good Governance, Maslahah Mursalah, Merah 

Putih Village/Sub-district Cooperative, Batang Regency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi memegang posisi strategis dalam sistem 

ekonomi nasional Indonesia.1 Dalam dinamika 

perekonomian nasional, koperasi memiliki peran penting 

sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama melalui 

penyediaan akses modal bagi pelaku usaha kecil, 

peningkatan daya saing UKM, dan kontribusi terhadap 

pemerataan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia.2 

Namun data menunjukkan tren penurunan yang signifikan 

dalam jumlah koperasi aktif, yang turun dari 209.488 unit 

pada tahun 2014 menjadi 130.119 unit pada tahun 2023. 

Penurunan ini bertepatan dengan pembubaran sekitar 

82.000 badan usaha kolektif yang dianggap tidak 

menjalankan fungsi operasionalnya secara optimal.3     

Situasi tersebut mendorong pemerintah mengambil 

langkah strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan 

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Kebijakan ini menekankan penguatan peran koperasi pada 

tingkat desa dan kelurahan sebagai instrumen strategis 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
2 Khairani Alawiyah Matondang et al., “Peran Koperasi Sebagai 

Badan Usaha Dalam Mendorong Perekonomian Rakyat The Role Of 

Cooperatives As Business Entities In Supporting The People’s Economy,” 

Jurnal Tambora 9, no. 2 (2025): 11–19. 
3 Ayudiana Shofi, “Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi 

Yang Tidak Aktif,” 

Antara kantor berita Indonesia 2024, https://www.antaranews.com/berita/

4390450/kemenkop-ukm-bubarkan-82000-koperasi-yang-tidak-

aktif#google_vignette. 
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dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.4 Dalam upaya 

mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045", kebijakan ini 

diperkenalkan untuk mendorong kemandirian nasional 

melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai 

perwujudan Asta Cita kedua serta memacu pembangunan 

yang dimulai dari tingkat desa demi pertumbuhan 

ekonomi yang merata sebagai perwujudan Asta Cita 

keenam..5  

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 

di Kabupaten Batang ditandai dengan berdirinya koperasi 

desa/kelurahan merah putih di 239 desa dan 9 kelurahan 

sebagai upaya penguatan kelembagaan ekonomi 

masyarakat. Namun demikian, meskipun koperasi telah 

terbentuk secara kelembagaan, dalam pelaksanaannya 

masih dijumpai sejumlah permasalahan. Pertama, 

sebagian besar koperasi belum didukung oleh bangunan 

fisik sebagai sarana operasional yang memadai, di mana 

baru sekitar 104 lokasi yang baru di bangun dan sisanya 

masih dalam tahap pembangunan, sementara wilayah 

lainnya terkendala ketiadaan lahan atau status lahan yang 

belum jelas. Kondisi ini tampak belum selaras dengan 

ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 

yang mengamanatkan pemerintah daerah menyiapkan 

lahan atau aset milik daerah/desa yang siap dibangun 

minimal 1.000 m² atau menyesuaikan dengan kondisi 

 
4 Anjania Rayi Saputri, Subandriyo, and Muhammad Iqbal 

Hardiyan, “Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan 

Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan,” Journal of Society Bridge 3, no. 2 

(2025): 95–106, https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83. 
5 Presiden RI, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2025.Pdf” (N.D.). 
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daerah.6Kondisi tersebut mengindikasikan adanya 

kelemahan dalam penerapan prinsip good governance, 

khususnya dalam aspek kecermatan karena pembentukan 

koperasi belum sepenuhnya disertai perencanaan yang 

matang yang menghasilkan kurangnya kesiapan sarana 

pendukung yang memadai, yang berpotensi memengaruhi 

efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. 

Kedua, pelaksanaan koperasi desa/kelurahan merah 

putih di Kabupaten Batang tidak selalu berjalan seragam 

di semua wilayah. Di beberapa desa, seperti Desa 

Kalisalak, Desa Kasepuhan, Desa Pasekaran, Desa 

Karangasem Selatan, Desa Simpar, Desa Bandar, Desa 

Surodadi, Desa Warungasem, dan Desa Kandeman, 

koperasi merah putih mampu menjalankan kegiatan 

secara aktif meskipun kondisi lahan dan sarana fisik 

belum sepenuhnya memenuhi standar pembangunan gerai 

dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih 

yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 

2025. Sebaliknya, sebagian desa lain yang secara potensi 

lahan dan kesiapan sarana lebih memadai justru masih 

berada pada tahap persiapan dan belum mampu 

melaksanakan kegiatan koperasi secara nyata. Perbedaan 

tersebut antara lain dipengaruhi oleh kurangnya kesiapan 

dan kapasitas pengurus koperasi dalam mengelola 

kelembagaan secara mandiri dan berkelanjutan.7 Kondisi 

ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses 

pembentukan dan pengelolaan koperasi desa/kelurahan 

 
6 “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 

Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan Dan 

Perlengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih” (N.D.) 
7 Kutnadi, “Pemkab Batang Upaya Bina Koperasi Bermasalah,” 

ANTARA Kantor Berita Indonesia, 2023, 

https://jateng.antaranews.com/berita/478992/pemkab-batang-upaya-bina-

koperasi-bermasalah. 
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merah putih, di mana satu standar diterapkan pada kondisi 

desa yang berbeda‑beda, sehingga mencerminkan belum 

optimalnya penerapan asas ketidakberpihakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, pelaksanaan 

pembentukan dan pengelolaan koperasi desa/kelurahan 

merah putih di Kabupaten Batang belum berjalan secara 

merata dan berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian 

tujuan penguatan ekonomi masyarakat desa. 

Ketiga, muncul kekhawatiran bahwa kehadiran 

koperasi desa/kelurahan merah putih menimbulkan 

overlapping dengan lembaga ekonomi lokal yang suadh 

ada sebelumnya seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Batang tahun 2020 menunjukkan 

bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) masih beroperasi di 

sebagian besar kecamatan di Kabupaten Batang (misalnya 

Wonotunggal, Bandar, Gringsing, Kandeman, Batang, 

Warungasem, Reban, Blado, Subah, Banyuputih, 

Candimulyo, Kramat, Kepit, dan Tulis) dengan jumlah 

anggota ribuan orang, artinya KUD telah menjadi 

pengelola ekonomi utama di banyak desa.8 Ketika 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihadirkan di 

hampir semua desa/kelurahan di Kabupaten Batang, 

berpotensi terjadi tumpang tindih fungsi dan posisi antara 

KUD yang sudah ada dan kopdes Merah Putih yang baru, 

terutama dalam pengelolaan aset dan kegiatan ekonomi 

desa. Fenomena ini mengindikasikan belum terpenuhinya 

asas kepastian hukum dalam pembagian peran dan 

 
8 “Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) Dan Anggota Menurut Jenis 

Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Batang,2019,” n.d., 

https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQ2IzE=/jumlah-

koperasi-unit-desa-kud-dan-anggota-menurut-jenis-kelamin-dan-

kecamatan-di-kabupaten-batang-2019-.html. 
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kewenangan yang jelas antara KUD, BUMDes, dan 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.  

Selain pendekatan good governance, analisis 

terhadap kebijakan percepatan pendirian Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih juga relevan ditinjau dari 

perspektif maslahah mursalah. Di mana salah satu 

persyaratan fundamental dalam implementasi prinsip 

maslahah mursalah adalah adanya kondisi kebutuhan 

yang bersifat nyata (ḥājah), bahkan dapat mencapai 

tingkat keharusan, yaitu ketika suatu persoalan apabila 

tidak diselesaikan akan menimbulkan kesulitan bagi 

umat.9  Kehadiran kelembagaan ekonomi yang sudah 

lebih dulu hadir di tingkat desa, seperti Koperasi Unit 

Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan ekonomi 

masyarakat desa sebenarnya sudah ada, sehingga 

kebutuhan mendesak untuk menghindarkan masyarakat 

dari kesulitan ekonomi yang berat tidak sepenuhnya 

terlihat. Kehadiran KUD dan BUMDes yang tetap 

berjalan menunjukkan bahwa pola pengelolaan ekonomi 

desa di Kabupaten Batang masih berjalan dalam kerangka 

kelembagaan yang sudah ada. Selain itu, perumusan 

kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang 

bersifat top-down menunjukkan bahwa pembentukan 

koperasi belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan 

ekonomi masyarakat desa yang benar-benar dirasakan dan 

 
9 Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep Maslahah 

Mursalahdalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama” 

1, No. November (2022). 
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dihadapi di Kabupaten Batang.10 Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya 

memenuhi syarat maslahah mursalah, karena 

pembentukannya tidak secara langsung lahir dari situasi 

mendesak untuk menghindarkan masyarakat dari 

kesulitan ekonomi. 

Berdasarkan problematika yang telah dijabarkan 

sebelumnya , baik dari sudut pandang good governance 

maupun perspektif maslahah mursalah, peneliti 

memeiliki ketertarikan untuk mendalami penerapan 

percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih di Kabupaten Batang melalui skripsi dengan 

judul  “Tinjauan Good Governance Dan Maslahah 

Mursalah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 

Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan 

Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten 

Batang” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan 

utama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan good governance dalam konteks 

percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan 

merah putih di Kabupaten Batang? 

2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap 

upaya percepatan pembentukan koperasi 

desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang? 

 
10 Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, “Bentuk Satgas Pembentukan 

Koperasi Desa Merah Putih, Target Berbadan Hukum Akhir Juni 2025,” 

KOMPAS, 2025, https://www.kompas.id/artikel/bentuk-satgas-

pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-target-berbadan-hukum-akhir-

juni. 
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C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang 

dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis percepatan pembentukan koperasi 

desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang 

berdasarkan prinsip good governance. 

2. Menganalisis pembentukan koperasi desa/kelurahan 

merah putih di Kabupaten Batang  dari sisi perspektif 

maslahah mursalah. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah keilmuan dalam konteks pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya pada pengembangan 

teori yang mengintegrasikan prinsip-prinsip good 

governance dengan konsep maslahah mursalah dalam 

konteks percepatan program pemberdayaan ekonomi 

daerah. Kajian ini berguna memperluas wawasan 

akademis terkait implementasi prinsip tata kelola yang 

baik dan pendekatan maslahah mursalah dalam 

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumber referensi dalam kajian ilmiah yang 

mengintegrasikan antara hukum positif dengan nilai-

nilai kemaslahatan dalam perspektif Islam, sehingga 

menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai korelasi antara regulasi formal dengan 

prinsip kemaslahatan masyarakat.. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Mahasiswa  

Menjadi referensi dan bahan kajian untuk 

memahami hubungan antara kebijakan publik, 
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prinsip good governance, dan pendekatan maslahah 

mursalah, khususnya dalam konteks Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, kajian ini 

dapat menjadi fondasi bagi pengembangan 

penelitian lanjutan, penugasan akademik, maupun 

kajian interdisipliner yang memiliki relevansi 

dengan topik serupa. 

b. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat 

dan daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan percepatan pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih  Lebih lanjut, temuan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

konstruktif dalam proses perumusan hingga 

implementasi kebijakan yang lebih efektif, tepat 

sasaran, serta selaras dengan prinsip good 

governance dan nilai kemaslahatan masyarakat.. 

c. Bagi Masyarakat  

Menjadi panduan untuk bagi masyarakat 

untuk memahami dan melaksanakan kebijakan 

secara efektif, terkait Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih, sehingga lembaga atau program yang 

dijalankan dapat berfungsi secara efektif dalam 

pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi 

lokal, serta kepercayaan publik terhadap institusi 

yang terlibat. 

E. Kerangka Teori  

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori 

utama sebagai pisau analisis untuk menelaah dinamika 

percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, yang 
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ditinjau dari perspektif good governance dan maslahah 

mursalah., yaitu : 

1. Teori Good Governance 

Good Governance merupakan paradigma yang 

menekankan pada pelaksanaan pemerintahan dan 

pengelolaan kebijakan publik yang dicirikan oleh 

efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, 

responsivitas, serta efisiensi. Konsep ini berkembang 

dengan tujuan menjamin bahwa setiap kebijakan dapat 

diimplementasikan secara optimal, tepat sasaran, dan 

memberikan dampak nyata bagi masyarakat Konsep ini 

berkembang dengan tujuan menjamin bahwa setiap 

kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, 

tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang 

nyata bagi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014, Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik mencakup aspek-aspek 

fundamental sebagai berikut: 

a. kepastian hukum; 

b. kemanfaatan; 

c. ketidakberpihakan; 

d. kecermatan; 

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. keterbukaan; 

g. kepentingan umum; dan 

h. pelayanan yang baik. 

Dalam penelitian ini, prinsip good governance 

digunakan sebagai kerangka analisis untuk 

mengevaluasi Percepatan Pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih. Di mana kedelapan asas 

fundamental tersebut dijadikan sebagai indikator 

penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian koperasi 
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merah putih. Dengan menggunakan prinsip tersebut, 

penelitian dapat menilai apakah kebijakan ini sudah 

memenuhi unsur tata kelola pemerintahan yang baik di 

wilayah Kabupaten Batang. 

2. Teori Maslahah Mursalah  

Dalam khazanah hukum Islam, konsep 

kemaslahatan diklasifikasikan menjadi tiga jenis 

utama, yaitu maslahah muhtabarah, maslahah 

mulghah, dan maslahah mursalah. maslahah 

muhtabarah adalah kemaslahatan yang diakui dan 

diperkuat oleh dalil syar'i, sedangkan Maslahah 

Mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan 

dengan dalil syar'i. Sementara itu, Maslahah mursalah 

merupakan ijtihad dalam kerangka hukum Islam yang 

berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum 

dengan mengutamakan prinsip keadilan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat11. Oleh karena itu, dalam 

konteks pemerintahan, segala kebijakan publik 

hendaknya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan 

umum sebagai tujuan utamanya. Dalam kajian ushul 

fikih, para ulama menetapkan beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi agar suatu kemaslahatan dapat 

dijadikan sebagai landasan penetapan hukum melalui 

pendekatan maslahah mursalah,12 yaitu:  

a. kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata dan 

benar-benar ada, bukan sekadar asumsi atau 

prasangka semata.  

 
11 Rahmayani Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah 

Syahrun, “Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi 

Analisis Pendapat Al-Syāfi’ī Dalam Kitab Al-Risālah),” AL-QIBLAH: 

Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 3, no. 2 (2024): 128–41, 

https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365. 
12 m. Khoirul Anam, “Pengaruhmaslahah Al-Mursalah Dalam 

Ekonomi Islam” 13, no. 2 (2018). 
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b. Kemaslahatan tersebut bersifat universal dan 

diperuntukkan bagi kepentingan publik secara 

keseluruhan, bukan kepentingan individu atau 

kelompok tertentu.. 

c. kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan dalil syar‘i yang telah ditetapkan, baik 

berasal dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, maupun 

qiyas.  

d. Penerapan maslahah mursalah dilakukan dalam 

kondisi yang memang memerlukan pengaturan 

hukum secara khusus, mengingat belum adanya 

ketentuan yang secara eksplisit mengatur 

permasalahan tersebut.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, keempat 

persyaratan fundamental tersebut kemudian dijadikan 

sebagai indikator penilaian dalam penelitian ini untuk 

mengukur tingkat pencapaian Percepatan 

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Konsep maslahah mursalah yang selaras dengan 

prinsip good governance relevan sebagai pisau analisis 

untuk menilai inisiatif tersebut, guna memastikan 

pencapaiannya tidak hanya efektif secara administratif, 

tetapi juga memenuhi prinsip kemaslahatan yang 

hakiki di Kabupaten Batang. 

F. Penelitian Yang Relevan 

Tabel 1.1 

Penelitian yang relavan 

No.  Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

dan 

Perbedaan  

1. Tinjauan  Hu

kum 

Administrasi 

Hasil 

penelitian 

mengindikasik

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 
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Negara 

Terhadap Pe

mbentukan 

Koperasi 

Desa Merah 

Putih Melalui 

Instruksi 

Presiden.13 

an bahwa 

pembentukan 

koperasi desa 

tersebut masih 

menghadapi 

berbagai 

permasalahan 

dari sudut 

pandang 

legitimasi 

hukum, 

mengingat 

penerapan 

Inpres sebagai 

landasan 

pengaturan 

dirasa belum 

sepenuhnya 

memenuhi 

persyaratan 

hierarki 

peraturan 

perundang-

undangan 

yang berlaku. 

Lebih lanjut, 

penelitian ini 

juga 

mengkritisi 

aspek 

efektivitas 

dengan studi 

terdahulu, 

yakni 

keduanya 

mengkaji 

Instruksi 

Presiden 

terkait 

pembentukan 

koperasi Desa 

Merah Putih 

serta 

mengidentifik

asi berbagai 

permasalahan 

hukum dan 

aspek 

implementasi

nya. Namun 

demikian, 

perbedaan 

fundamental 

terdapat pada 

perspektif 

yang 

digunakan. 

Studi 

sebelumnya 

mengkaji 

secara 

mendalam 

 
13 Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti, 

“Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi 

Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden A Legal Review Under 

Administrative Law on the Formation of Merah Putih Village Cooperatives 

Through Presidential Instruction,” Jurnal USM Law Review Vol 8, no. 2 

(2025): 901–22. 
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implementasi 

di lapangan 

yang 

dipengaruhi 

oleh 

koordinasi 

lintas lembaga 

maupun 

tingkat 

kesiapan desa 

dalam 

mengoperasik

an program 

tersebut secara 

optimal. 

melalui lensa 

Hukum 

Administrasi 

Negara, 

sedangkan 

kajian ini 

lebih 

menekankan 

pada 

penerapan 

prinsip good 

governance 

serta 

mengembang

kan kerangka 

analisis 

melalui 

pendekatan 

maslahah 

mursalah 

dalam 

perspektif 

hukum Islam 

2. Koperasi 

Desa Merah 

Putih Dalam 

Perspektif 

Pembanguna

n Desa dan 

Tata Kelola 

Pemerintahan

.14 

Penelitian ini 

menilai 

kebijakan 

Koperasi Desa 

Merah Putih 

dari kacamata 

pembangunan 

desa dan tata 

kelola 

pemerintahan. 

Hasilnya 

menunjukkan 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 

dengan kajian 

skripsi 

tersebut 

mengingat 

keduanya 

membahas 

mengenai 

Koperasi 

Desa Merah 

 
14 Saputri, Subandriyo, and Hardiyan, “Koperasi Desa Merah Putih 

Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan.” 
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bahwa 

koperasi  ini 

berkontribusi 

pada 

pemberdayaan 

masyarakat, 

peningkatan 

akses terhadap 

layanan 

ekonomi, dan 

peningkatan 

kesejahteraan 

bagi penduduk 

setempat. 

Namun, 

implementasin

ya masih 

menghadapi 

beberapa 

kendala, 

termasuk 

keterbatasan 

kapasitas 

manajemen, 

risiko 

tumpang 

tindih regulasi 

BUMDes, dan 

risiko 

ketergantunga

n pada 

intervensi 

negara. 

 

Putih sebagai 

instrumen 

kebijakan 

ekonomi di 

tingkat desa. 

Meskipun 

demikian, 

terdapat 

perbedaan 

mendasar 

pada 

pendekatan 

yang 

digunakan. 

Penelitian ini 

menitikberatk

an pada 

dimensi 

pembangunan 

desa dan tata 

kelola 

pemerintahan, 

sementara 

kajian yang 

sedang dikaji 

lebih berfokus 

pada 

implementasi 

prinsip good 

governance 

serta 

penerapan 

pendekatan 

maslahah 

mursalah 

dalam 
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kerangka 

hukum Islam. 

3. Peran 

Maslahah 

Mursalah 

dalam 

Legislasi 

Islam 

kontemporer: 

Analisis 

Mazhab Dan 

Implikasi 

Kebijakan.15 

Hasil 

penelitian 

jurnal 

menunjukkan 

bahwa 

penerapan 

maslahah 

mursalah 

memiliki 

beberapa 

temuan 

penting. 

Pertama, 

maslahah 

mursalah 

efektif sebagai 

alat ukur 

untuk menilai 

apakah 

kebijakan atau 

regulasi 

sejalan dengan 

maqashid al-

shari’ah, 

terutama 

dalam konteks 

ekonomi dan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Kedua, 

implementasi 

maslahah 

persamaan 

dalam 

penggunaan 

maslahah 

mursalah 

sebagai 

kerangka 

analisis untuk 

menilai 

kebijakan atau 

regulasi, 

dengan fokus 

pada 

kemaslahatan 

umum, 

manfaat nyata 

bagi 

masyarakat, 

dan 

pencegahan 

mudarat. 

Keduanya 

menekankan 

pentingnya 

relevansi 

kebijakan 

terhadap 

kebutuhan 

masyarakat 

dan orientasi 

pada manfaat 

sosial-

 
15 Volume Nomor et al., “Peran Maslahah Mursalahdalam Legislasi 

Islamkontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan” 3 (2025), 

https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936. 



16 

 

 

masih 

menghadapi 

kendala 

metodologis, 

seperti 

kurangnya 

diferensiasi 

antara 

kebijakan 

yang bersifat 

administratif 

dan kebijakan 

yang benar-

benar 

memberikan 

manfaat. 

Ketiga, 

penerapan 

maslahah 

dapat 

meningkatkan 

relevansi dan 

keberlanjutan 

kebijakan jika 

disertai 

pemahaman 

yang 

komprehensif 

mengenai 

kebutuhan 

masyarakat 

dan potensi 

mudarat yang 

mungkin 

timbul. 

ekonomi, 

sehingga 

pendekatan 

teoritisnya 

saling 

mendukung. 

Namun, 

terdapat 

perbedaan 

yang jelas. 

penelitian 

jurnal bersifat 

teoritis dan 

umum, 

menelaah 

penerapan 

maslahah 

mursalah 

dalam hukum 

dan kebijakan 

Islam secara 

luas. 

Sedangkan 

penelitian ini 

bersifat 

empiris, fokus 

pada 

pelaksanaan 

kebijakan 

koperasi di 

Kabupaten 

Batang, 

sehingga 

menunjukkan 

penerapan 

praktis 

maslahah 
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mursalah 

dalam konteks 

ekonomi 

lokal. 

4. Efektivitas 

Implementasi 

Kebijakan 

Koperasi 

Desa Merah 

Putih Dalam 

Pembanguna

n Ekonomi 

Desa Di 

Indonesia.16 

Penelitian ini 

menghasilkan 

temuan bahwa 

kebijakan 

pendirian 

koperasi 

Merah Putih 

sebagai 

inisiatif 

strategis 

nasional 

dalam 

pemberdayaan 

ekonomi desa 

belum 

terlaksana 

secara 

maksimal. 

Kondisi 

tersebut 

terlihat dari 

keterlibatan 

masyarakat 

yang masih 

bersifat 

formalitas dan 

belum 

mencerminkan 

pemberdayaan 

ekonomi yang 

Hasil 

penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

keduanya 

menganalisis 

kebijakan 

pendirian 

Koperasi 

Merah Putih 

sebagai 

instrumen 

kebijakan 

publik 

strategis yang 

bertujuan 

untuk 

penguatan 

ekonomi 

masyarakat 

desa serta 

pemberdayaa

n ekonomi di 

tingkat lokal. 

Kedua 

penelitian 

juga 

menempatkan 

keberadaan 

lembaga 

 
16 Fitrah Dwi Sari Noho, “Efektivitas Implementasi Kebijakan 

Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Di 

Indonesia,” Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik 13 (2025): 7–16. 
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sesungguhnya. 

Tingkat 

Ketersediaan 

sumber daya, 

sikap para 

pelaksana, dan 

struktur 

birokrasi yang 

tidak sesuai 

merupakan 

beberapa 

faktor utama 

yang 

memengaruhi 

seberapa baik 

kebijakan 

tersebut 

dilaksanakan. 

Berdasarkan 

hasil kajian 

tersebut, 

direkomendasi

kan upaya 

penguatan 

kapasitas 

kelembagaan, 

peningkatan 

pemahaman 

keuangan, dan 

perbaikan 

sistem 

pengelolaan 

koperasi , 

demi 

tercapainya 

sasaran 

pembangunan 

perkoperasian 

tersebut 

sebagai 

bagian dari 

upaya 

pembangunan 

ekonomi desa 

yang lebih 

inklusif dan 

terselaras 

dengan 

strategi 

pembangunan 

nasional. 

Akan tetapi, 

terdapat 

perbedaan 

substansial di 

antara kedua 

kajian 

tersebut. 

Kajian 

terdahulu 

memusatkan 

perhatian 

pada 

efektivitas 

implementasi 

kebijakan di 

lapangan 

dengan 

menekankan 

pada aspek-

aspek 

pendukung 

pelaksanaan 

serta tingkat 
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ekonomi desa 

secara optimal 

 

keterlibatan 

masyarakat 

dalam 

penerapan 

kebijakan. Di 

sisi lain, 

skripsi ini 

lebih 

mengarahkan 

kajiannya 

pada analisis 

normatif 

kebijakan 

berlandaskan 

Instruksi 

Presiden 

Nomor 9 

Tahun 2025 

serta prinsip-

prinsip tata 

kelola 

pemerintahan, 

dengan 

tinjauan 

melalui 

perspektif 

maslahah 

mursalah 

secara 

spesifik di 

daerah 

Kabupaten 

Batang. 

5. Kewenangan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintah 

Artikel ini 

mengkaji 

kewenangan 

dan 

Persamaannya

, penelitian ini 

dan skripsi 

yang akan 



20 

 

 

dalam 

Regulasi 

Pembentukan 

Koperasi 

Desa Merah 

Putih.17 

pengawasan  

dalam 

pembentukan 

Kopdes Merah 

Putih dengan 

pendekatan 

yuridis 

empiris. 

Pemerintah 

berperan 

sebagai 

regulator dan 

pengawas 

melalui UU 

No. 25 Tahun 

1992, 

mencakup 

pengesahan 

badan hukum, 

pembinaan, 

pengawasan, 

dan pemberian 

sanksi. 

Penelitian 

menyoroti 

masalah 

pelaporan 

keuangan, 

literasi 

anggota yang 

rendah, 

dominasi elit 

lokal, serta 

tumpang 

ditulis yaitu 

sama-sama 

menyoroti 

pentingnya 

good 

governance 

dan 

pengawasan 

untuk 

memastikan 

koperasi 

berfungsi 

sesuai tujuan. 

Perbedaannya

, penelitian ini 

fokus pada 

peran 

pemerintah 

dan 

pengawasan 

administratif 

secara 

empiris, 

sedangkan 

skripsi ini  

menganalisis 

Inpres No. 9 

Tahun 2025 

secara 

normatif 

sekaligus 

menilai 

kemanfaatann

ya melalui 

 
17 Jurnal Riset et al., “Kewenangan Dan Pengawasan Pemerintah 

Dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih” 4, no. 

September (2025). 
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tindih 

kelembagaan. 

Penulis 

menekankan 

pentingnya 

prinsip good 

governance di 

antaranya 

transparansi, 

akuntabilitas, 

partisipasi, 

dan 

pengawasan 

berlapis (audit 

internal, 

pengawas 

independen, 

hingga 

pemerintah 

pusat), serta 

integrasi 

regulasi lintas 

sektor agar 

Kopdes Merah 

Putih benar-

benar mampu 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

desa. 

perspektif 

maslahah 

mursalah. 

Serta  

memberikan 

analisis 

yuridis yang 

lebih 

mendalam 

mengenai 

kesesuaian 

kebijakan 

dengan 

prinsip good 

govrernance. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam 

kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. 

Kajian ini mengkombinasikan analisis normatif 

terhadap norma hukum dan regulasi yang berlaku 
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dengan data empiris yang dihimpun dari lokasi 

penelitian, sehingga memungkinkan dilakukannya 

penilaian kebijakan tidak hanya dari perspektif regulasi 

dan teori hukum semata, melainkan juga dari praktik 

nyata di lapangan.18  Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan percepatan 

pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang 

berada di Kabupaten Batang telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Selain 

itu, penelitian ini juga memberikan deskripsi mengenai 

tingkat efektivitas implementasi kebijakan beserta 

berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perumusan kebijakan yang lebih mengoptimalkan 

prinsip good governance dan konsep maslahah 

mursalah. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan studi kasus  

Metodologi studi kasus diterapkan dalam 

kajian ini guna melaksanakan analisis yang 

mendalam dan terstruktur terhadap suatu fenomena 

dalam konteks kehidupan nyata.19 Pendekatan studi 

kasus dalam penelitian ini difokuskan pada enam 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 

Kabupaten Batang yang dipilih secara purposif 

berdasarkan pertimbangan bahwa masing-masing 

koperasi mewakili tingkat perkembangan 

implementasi yang berbeda. Pemilihan lokasi 

tersebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan 

keseluruhan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan 

 
18 M.Hum Dr. Muhaimin, SH., Metode Penelitian Hukum, 2020. 
19 sapto;bahartiar;arwandi fajar Haryoko, Analisis Data Penelitian 

Kualitatif, n.d. 
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Merah Putih di Kabupaten Batang, melainkan untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai implementasi percepatan 

pembentukannya. Berdasarkan hasil identifikasi di 

lapangan, lokasi penelitian dipilih dengan 

mempertimbangkan variasi tingkat perkembangan 

koperasi, yaitu koperasi yang telah menjalankan 

kegiatan usaha, koperasi yang baru menjalankan 

sebagian kegiatan usaha, serta koperasi yang belum 

menjalankan kegiatan usaha sama sekali. Variasi 

tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai implementasi 

percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih, sehingga analisis yang dilakukan 

dapat menjawab tujuan penelitian secara lebih 

mendalam 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Kerangka konseptual diimplementasikan 

dalam penelitian ini untuk menganalisis 

problematika berdasarkan konsep, teori, dan doktrin 

yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.20 

Pendekatan ini dilaksanakan melalui kajian 

terhadap pemikiran para akademisi serta karya 

ilmiah yang relevan yang membahas mengenai 

prinsip good governance dan konsep maslahah 

mursalah sebagai landasan analisis dalam 

mengevaluasi kebijakan percepatan pembentukan 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 

Kabupaten Batang. Dengan menerapkan kerangka 

konseptual ini, peneliti dapat memahami esensi, 

tujuan, dan landasan filosofis dari prinsip-prinsip 

 
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 
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dimaksud, sehingga dapat dipergunakan untuk 

mengukur tingkat keselarasan kebijakan dengan 

asas-asas pemerintahan yang baik serta nilai 

kemaslahatan masyarakat.. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang, 

Provinsi Jawa Tengah, dengan lokasi penelitian yang 

meliputi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

dan UKM Kabupaten Batang serta enam Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipilih secara 

purposif. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa masing-masing koperasi 

merepresentasikan tingkat perkembangan 

implementasi yang berbeda sehingga mampu 

memberikan variasi data sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Lokasi penelitian dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori. Kategori pertama adalah koperasi yang telah 

menjalankan kegiatan usaha, yaitu Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Kasepuhan dan 

Desa Pasekaran. Kategori kedua adalah koperasi yang 

telah memulai sebagian kegiatan usaha, yaitu Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Pasekaran, Desa 

Kasepuhan dan Desa Kandeman. Adapun kategori 

ketiga merupakan koperasi yang belum menjalankan 

kegiatan usaha, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah 

Putih Desa Kumejing, Desa Adinuso dan Desa Subah. 

Selain itu, penelitian juga dilakukan pada Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM 

Kabupaten Batang sebagai instansi yang memiliki 

kewenangan dalam pembinaan dan pendampingan 

pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang 
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4. Sumber Data  

a. Data  Primer 

Data primer merupakan data yang terdiri dari 

informasi, fakta, dan penjelasan secara langsung 

mengenai implementasi kebijakan serta kondisi 

empiris yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Data ini diperoleh secara langsung dari sumber 

utama di lapangan, sehingga merepresentasikan 

keadaan nyata yang selaras dengan fokus 

penelitian.21 Pengumpulan data dilaksanakan 

melalui beberapa metode, meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di 

lokasi penelitian untuk menghimpun data terkait 

implementasi percepatan pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang. 

Melalui data primer tersebut, peneliti dapat 

memperoleh gambaran faktual mengenai 

pelaksanaan kebijakan, kondisi yang sesungguhnya 

terjadi di lapangan, serta berbagai hambatan yang 

dihadapi dalam proses implementasinya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

melalui kajian literatur dari berbagai sumber tertulis 

yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.22 

Sumber-sumber tersebut dimanfaatkan sebagai 

landasan untuk memperkuat kerangka teoretis dan 

analisis yang berkaitan dengan kebijakan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih, prinsip good 

governance, serta konsep maslahah mursalah. Data 

 
21 sapto;bahartiar;arwandi fajar Haryoko, Analisis Data Penelitian 

Kualitatif, n.d. 
22 Ibid  
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sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder:: 

1) Bahan hukum primer yang digunakan 

diantaranya : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian. 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. 

d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 

tentang Percepatan Pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih. 

e. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 

2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih 

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan 

hukum yang memuat uraian penjelasan, kajian 

analitis, serta penafsiran terhadap bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian 

ini meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, 

serta berbagai literatur lain yang mengkaji 

kebijakan publik, prinsip good governance, dan 

konsep maslahah mursalah, yang dipergunakan 

sebagai pendukung dalam menganalisis 

Percepatan Pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten 

Batang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dari 

narasumber yang memiliki keterkaitan dengan 
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objek penelitian.23 Wawancara dilakukan dengan 

pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 

dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang. 

guna memperoleh informasi mengenai 

implementasi kebijakan dan hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode 

wawancara ini memungkinkan peneliti untuk 

memperoleh informasi secara langsung yang 

mendalam dan kontekstual, sehingga temuan 

penelitian dapat mencerminkan kondisi nyata di 

lapangan. 

b. Observasi dilakukan secara langsung terhadap 

kegiatan operasional koperasi serta aktivitas 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

desa/kelurahan yang menjadi lokasi penelitian. 

Observasi ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan 

percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih di lapangan, termasuk peran para pihak 

yang terlibat dan perkembangan kegiatan koperasi 

yang telah terbentuk. Melalui pengamatan langsung, 

peneliti dapat menilai kesesuaian pelaksanaan 

tersebut dengan prinsip good governance serta 

mengkaji sejauh mana pembentukan koperasi 

mencerminkan nilai kemaslahatan. 

c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

melalui peninjauan berbagai dokumen yang relevan 

dengan objek penelitian, meliputi laporan kegiatan 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Data dokumentasi berfungsi sebagai data 

pendukung untuk mengukuhkan temuan wawancara 

 
23 Ibid. 
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dan observasi dalam menganalisis pelaksanaan 

Koperasi Merah Putih di Kabupaten Batang. 

Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen 

tersebut, peneliti dapat menilai kesesuaian 

implementasi di lapangan dengan prinsip good 

governance serta mengukur relevansinya dalam 

kerangka maslahah mursalah. 

6. Teknik Analisis Data 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

dianalisis menggunakan metode interaktif. Yang 

mencakup beberapa tahap : 

a. Pengumpulan data  

Peneliti mengumpulkan informasi melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai 

dengan objek penelitian yaitu Koperasi Desa Merah 

Putih di Kabupaten Batang Data yang dikumpulkan 

disusun secara sistematis untuk memudahkan 

identifikasi pola dan hubungan antar informasi, 

sehingga hasil analisis nantinya dapat memberikan 

gambaran yang akurat mengenai pelaksanaan 

kebijakan serta kendala yang dihadapi. 

b. Reduksi Data 

Menyaring seta memfokuskan informasi agar 

tetap relevan dengan pelaksanaan pembentukan 

koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Batang. 

Proses ini memudahkan peneliti dalam mengenali 

pola serta keterkaitan antar data, sehingga analisis 

dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. 

c. Penyajian Data 

Temuan yang telah diseleksi selanjutnya 

dikemas dalam format naratif untuk memfasilitasi 

pemahaman dan identifikasi mengenai 

implementasi percepatan pembentukan koperasi 



29 

 

 

desa/kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang. 

Penyajian data tersebut memungkinkan peneliti 

untuk mengidentifikasi korelasi antar informasi 

secara lebih komprehensif, sehingga memudahkan 

proses analisis dan interpretasi temuan penelitian. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini dilakukan dengan menafsirkan data 

untuk menjawab rumusan masalah dan memeriksa 

kesesuaian dengan teori serta kondisi lapangan. 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab: 

BAB I PENDAHULUAN, Bagian pendahuluan ini 

menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan yang hendak 

dicapai, manfaat penelitian, kerangka teoretis, kajian 

penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang 

digunakan, dilengkapi dengan sistematika penulisan.. 

BAB II LANDASAN TEORI, Bagian ini 

menguraikan landasan teoretis yang digunakan dalam 

penelitian, mencakup kajian mengenai konsep good 

governance dan maslahah mursalah sebagai kerangka 

analisis Percepatan Pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang. 

BAB III HASIL PENELITIAN ,  Bab ini 

menyajikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan 

PercepatanPembentukan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih di Kabupaten Batang yang ditinjau dari 

prespektif good governance dan maslahah mursalah. 

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, Bagian 

ini menguraikan landasan teoretis yang digunakan dalam 

penelitian, mencakup kajian mengenai konsep good 

governance dan maslahah mursalah sebagai kerangka 
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analisis untuk mengevaluasi Percepatan Pembentukan 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten 

Batang. 

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian akhir 

penelitian yang memaparkan kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil analisis penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa percepatan pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang pada 

dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip good 

governance, yaitu kepastian hukum, kesiapan 

perencanaan, dan ketidakberpihakan. Dari aspek 

kepastian hukum, pembentukan koperasi telah didukung 

oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan 

Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2025 sebagai 

dasar pelaksanaannya di Kabupaten Batang, meskipun 

masih ditemukan ketidakjelasan mengenai hubungan 

kelembagaan dengan lembaga ekonomi desa yang telah 

ada sebelumnya serta perubahan regulasi dari pemerintah 

pusat yang memengaruhi pemahaman pelaksana di tingkat 

daerah. Dari aspek kesiapan perencanaan, pembentukan 

koperasi telah diawali melalui Musyawarah Desa Khusus 

sebagai tahapan perencanaan yang melibatkan unsur 

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun 

pelaksanaannya belum sepenuhnya membahas seluruh 

substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Batang Nomor 42 Tahun 2025. Sementara itu, dari aspek 

ketidakberpihakan, masyarakat pada dasarnya 

memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi 

anggota dan mengakses koperasi, meskipun pemerataan 

manfaatnya masih belum dirasakan secara merata karena 

tingkat perkembangan dan operasional koperasi pada 

masing-masing desa masih berbeda. 

Berdasarkan tinjauan maslahah mursalah, 

percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan 
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Merah Putih pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan 

dengan upaya mewujudkan kemaslahatan, yaitu 

memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan tersebut telah diarahkan untuk 

memenuhi kepentingan umum melalui pengembangan 

kelembagaan koperasi sebagai sarana pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa. Dari aspek kesesuaian dengan 

kondisi masyarakat, meskipun pemerintah daerah 

memandang percepatan pembentukan koperasi sebagai 

langkah strategis dalam memperkuat perekonomian desa, 

pada tahap implementasinya masih ditemukan sebagian 

masyarakat yang memandang keberadaan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi bersinggungan 

dengan lembaga ekonomi desa yang telah ada 

sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

kemaslahatan yang menjadi tujuan kebijakan masih 

memerlukan proses penyesuaian melalui sosialisasi dan 

pendampingan agar dapat dipahami serta diterima secara 

lebih luas oleh masyarakat. 

Sementara itu, dari aspek tingkat kebutuhan 

masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 

dasarnya dipandang sebagai kebutuhan dalam mendukung 

penguatan perekonomian desa, terutama sebagai wadah 

pengembangan usaha masyarakat, pemberdayaan 

UMKM, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal. 

Meskipun pelaksanaan kegiatan usaha koperasi pada 

beberapa desa belum berjalan secara optimal sehingga 

manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh 

masyarakat, kondisi tersebut tidak menghilangkan 

kebutuhan terhadap keberadaan koperasi sebagai lembaga 

ekonomi desa. Dengan demikian, percepatan 
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pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 

dasarnya telah memenuhi konsep maslahah mursalah 

karena diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi 

masyarakat. Namun, kemaslahatan tersebut akan lebih 

optimal apabila implementasi kebijakan disertai dengan 

penguatan operasional koperasi, pendampingan yang 

berkelanjutan, serta penyesuaian terhadap kondisi dan 

potensi masing-masing desa sehingga manfaat yang 

menjadi tujuan pembentukan koperasi dapat dirasakan 

secara lebih luas oleh masyarakat. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan 

Good Governance dan Maslahah Mursalah terhadap 

Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih di Kabupaten Batang, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah  

a. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih 

komprehensif, sistematis, dan konsisten mengenai 

penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah 

Putih sehingga tidak menimbulkan perbedaan 

penafsiran dalam pelaksanaannya di tingkat daerah 

maupun desa. 

b. Pemerintah perlu meminimalkan perubahan 

regulasi yang terlalu sering serta memastikan setiap 

perubahan disertai dengan pedoman teknis yang 

jelas agar mudah dipahami oleh pemerintah daerah 

maupun pengurus koperasi. 

c. Pemerintah perlu memperjelas pengaturan 

mengenai hubungan kelembagaan, pembagian 

kewenangan, dan bentuk koordinasi antara Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Badan Usaha 
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Milik Desa (BUMDes), Koperasi Unit Desa (KUD), 

maupun lembaga ekonomi desa lainnya. 

d. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi 

sosial, ekonomi, potensi desa, serta kebutuhan 

masyarakat pada masing-masing wilayah dalam 

pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 

sehingga implementasi kebijakan tidak hanya 

berorientasi pada percepatan pembentukan 

koperasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat 

yang nyata bagi masyarakat. 

e. Pemerintah perlu menyusun indikator evaluasi 

terhadap keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih yang tidak hanya didasarkan pada 

jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga pada 

keberhasilan pengelolaan, keberlangsungan usaha, 

partisipasi masyarakat, serta kontribusinya terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

2. Bagi Pengurus Koperasi dan Masyarakat 

a. Pengurus koperasi perlu meningkatkan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai tujuan, fungsi, hak, 

kewajiban, dan manfaat Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman maupun anggapan bahwa koperasi 

akan menggantikan lembaga ekonomi desa yang 

telah ada sebelumnya. 

b. Pengurus koperasi perlu mengembangkan unit 

usaha yang disesuaikan dengan karakteristik, 

potensi, dan kebutuhan ekonomi masyarakat pada 

masing-masing desa sehingga koperasi mampu 

memberikan manfaat yang lebih optimal. 

c. Masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif 

dalam setiap tahapan penyelenggaraan koperasi, 

baik melalui keikutsertaan dalam musyawarah, 
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menjadi anggota koperasi, memberikan masukan 

terhadap pengelolaan koperasi, maupun 

memanfaatkan layanan koperasi secara optimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji 

efektivitas pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan 

Merah Putih setelah koperasi beroperasi secara 

penuh sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan dalam jangka panjang. 

b. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, 

serta pertumbuhan ekonomi desa. 

c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan cakupan 

wilayah yang lebih luas dengan membandingkan 

implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah 

Putih pada beberapa kabupaten atau provinsi 

sehingga diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan di 

Indonesia. 

d. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

pendekatan interdisipliner, baik dari perspektif 

hukum, ekonomi, administrasi publik, maupun 

hukum Islam, sehingga mampu memberikan 

analisis yang lebih komprehensif terhadap 

implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah 

Putih. 
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